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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1.2 dan hasil 

wawancara kepada para responden, maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya dampak Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap perubahan jenis 

perjanjian kerja pada tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman pada 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman, 

hal ini dikarenakan ketentuan perjanjian outsourcing yang dibuat oleh 

perusahaan pengguna jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman 

dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga 

pengaman cenderung untuk tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Hal ini 

disebabkan karena di dalam praktik, pembuatan perjanjian outsourcing di 

antara para pihak, cenderung mengikuti kepentingan perusahaan pengguna jasa 

tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman. Adapun alasan 

kecenderungan mengikuti kepentingan perusahaan pengguna jasa adalah pihak 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing di sektor pengaman agar 

tetap dapat memperoleh proyek penyediaaan jasa tenaga kerja outsourcing di 

sektor tenaga pengaman mengingat persaingan di dunia usaha dalam sektor 

penyediaan jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman, 

perusahaan yang ada harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk 

dapat memperoleh proyek tersebut.  

 

2.  Tidak terdapat dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

IX/2011 terhadap sistem pengupahan bagi tenaga kerja outsourcing pada 

sektor tenaga pengaman. Hal ini disebabkan karena pembuatan perjanjian 

outsourcing yang cenderung tidak mengacu pada Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 sehingga klausul atau muatan yang 

berkaitan dengan pengupahan pun tidak mengalami perubahan. Dalam praktik, 

pembuatan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian outsourcing 

cenderung ditentukan oleh perusahaan pengguna jasa tenaga kerja outsourcing 

di sektor tenaga pengaman, meskipun sebelumnya tetap dilakukan negosiasi 

berkaitan dengan klausul-klausul tersebut namun hal-hal yang dinegosiasikan 

umumnya adalah sekitar nilai-nilai kontrak sedangkan mengenai klausul-

klausul yang berkaitan dengan ketenagakerjaan lebih banyak ditentukan oleh 

pihak pengguna jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga pengaman.  

  

5.2 Saran  

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan kesimpulan hasil penelitian, 

penulis merumuskan beberapa saran yang terdiri atas:  

 

1. Bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga 

pengaman disarankan untuk lebih meningkatkan posisi tawar menawar 

dalam proses negosiasi berkaitan dengan perjanjian outsourcing yang 

diajukan perusahaan pengguna jasa. Hal ini dikarenakan pada praktiknya 

perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga 

pengaman khawatir tidak mendapatkan proyek penyediaan jasa sehingga 

cenderung untuk menerima tawaran-tawaran yang diajukan oleh pihak 

perusahaan pengguna jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

tekanan-tekanan berkaitan dengan klausul yang berhubungan dengan 

masalah ketenagakerjaan dan berdampak kepada kondisi syarat kerja 

bagi tenaga kerja yang dipekerjakan.  

 

2. Bagi perusahaan pengguna jasa tenaga kerja outsourcing di sektor tenaga 

pengaman disarankan untuk memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam merumuskan klausul-klausul dalam 

perjanjian outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja 

outsourcing di sektor tenaga pengaman, terutama berkaitan dengan 
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klausul-klausul ketenagakerjaan, karena meskipun tujuannya kerja sama 

tersebut adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak (profit making) 

namun pemenuhan terhadap hak-hak dari tenaga kerja itu sendiri tetap 

harus dipenuhi sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi semua 

pihak yang bersangkutan.  

 

3. Bagi pekerja  disarankan untuk lebih aktif lagi dalam mendorong 

perusahaan penyedia jasa untuk membuat klausul-klausul terkait 

masalah tenaga kerja dalam perjanjian outsourcing dengan berpedoman 

pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, agar perjanjian yang 

dibuat dapat berlaku bagi para pihak karena tidak melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan, selain itu juga agar kepentingan seluruh 

pihak yang terkait dengan perjanjian outsourcing dapat diperhatikan 

kepentingan-kepentingannya.  

 

4. Bagi Pemerintah disarankan sebagai lembaga eksekutif agar lebih aktif 

dalam memperhatikan praktik yang terjadi di lapangan, misalnya dengan 

melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian kerja serta 

pelaksanaannya di setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila 

pengawasan tidak dilakukan akan berdampak terhadap lebih bebasnya 

para pihak untuk membuat klausul-klausul perjanjian yang menyimpang 

dan menyebabkan kerugian bagi pihak pekerja.   

 

5. Bagi lembaga legislatif disarankan untuk membuat produk hukum yang 

dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait perlindungan bagi pihak 

pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan penyedia jasa agar para 

pekerja lebih terlindungi terhadap adanya berbagai klausul-klausul 

perjanjian outsourcing yang dapat merugikan. Selain itu, ketentuan yang 

dibuat diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi 

dalam perjanjian outsourcing. Untuk itu, perlu adanya kontribusi 

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam proses pembuatan perjanjian 
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outsourcing guna memberikan masukan dengan harapan akan terdapat 

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.  
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